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LAPORAN SINGKAT

PANITIA KHUSUS (PANSUS)

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG DAERAH KEPULAUAN
________________________________________________________________

	Tahun Sidang      
	:
	2018-2019

	Masa Persidangan
	:
	III

	Rapat ke          
	:
	10

	Jenis Rapat       
	:
	Rapat Dengar Pendapat Umum ke-2

	Sifat Rapat       
	:
	Terbuka

	Hari, tanggal     
	:
	Rabu, 13 Februari 2019 

	Waktu
	:
	Pukul 09.45 s.d. 11.00 WIB

	Tempat
	:
	Ruang Rapat Pansus B, Gedung Nusantara II Lt. 3

	Acara    
	:
	Mendapatan masukan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan

	Ketua Rapat
	:
	Edison Betaubun, SH, MH  

	Sekretaris Rapat
	:
	Endah Sri Lestari, SH, M.Si

	Hadir
	: 
	a. Anggota : 8 orang dari 30 Anggota Pansus
b. Narasumber :

·  Kepala Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan beserta jajarannya.



I. PENDAHULUAN

A.  Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan dengan Kepala Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan yang dipimpin oleh Ketua Pansus, Bapak Edison Betaubun, SH, M.Si.

B.  Rapat dibuka pada pukul 09.45 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
II. MASUKAN ATAU TANGGAPAN DARI NARASUMBER
Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan memberikan masukan/tanggapan mengenai RUU tentang Daerah Kepulauan, sebagai berikut :

1.   Masukan dari Gubernur Kepulauan Riau 
Daerah Kepulauan merupakan suatu sistem pulau-pulau yang berimplikasi pada kebutuhan karena setiap pulau relatif terpisah satu sama lain dan perlu dihubungkan secara sistematis dan menjadi pertimbangan utama dalam sistem pembangunan daerah kepulauan. 

Daerah Kepulauan mempunyai ciri-ciri seperti wilayahnya terdiri dari pulau-pulau, wilayah lautnya lebih luas dari daratan, dan cenderung menghadapi ketidakmudahan aksesibilitas. Namun keunikan wilayah kepulauan memberikan kesadaran tentang perlunya untuk  memiliki kewenangan mengatur dan mengurus daerah sesuai dengan keunikan wilayah tersebut. Kekhasan pengelolaan tersebut terutama berangkat dari sifat keterbatasan aksesibilitas antar pulau. Dalam konteks ini, pengelolaan pembangunan dan pemerintahan di wilayah kepulauan perlu selalu dilandaskan pada kebijakan bahwa wilayah kepulauan adalah sistem pulau-pulau, dan karenanya, pengelolaan wilayah tersebut selalu mencerminkan sifat integral dalam visi, tetapi khusus dalam aksi. Sifat inilah yang seharusnya menggambarkan kebijakan publik dalam pemerintahan daerah yang berbasis wilayah kepulauan, terutama dalam pembuatan kebijakan pembangunan. 
Kebutuhan perlakuan khusus (spesialis treatment) pembangunan di Provinsi Kepulauan, yaitu :
· pembentukan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang Daerah Kepulauan sebagai derivasi pengaturan tentang Pemerintahan Daerah.
· penguatan kewenangan, keuangan, dan kebijakan publik.
Penguatan kewenangan Daerah Kepulauan :
· Daerah kepulauan diberi kewenangan untuk mengurus wilayah laut dalam kerangka kedudukan Indonesia sebagai Negara Kepulauan sesuai dengan ketentuan internasional.
· Kewenangan Daerah Kepulauan untuk mengurus wilayah laut dapat berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.
Penguatan keuangan Daerah Kepulauan :

· Wilayah laut menjadi salah satu determinan dalam menentukan transfer dari Pemerintah Pusat ke Daerah Kepulauan, dengan catatan: mengingat pertimbangan ketidak-mudahan aksesibilitas, maka dalam penentuan transfer, wilayah laut mungkin perlu ditetapkan memiliki bobot yang lebih besar dari wilayah daratan.
· Skema pendanaan Dana Alokasi Keuangan untuk Daerah Kepulauan perlu diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri untuk memastikan Daerah Kepulauan benar-benar menjadi prioritas nasional berdasarkan kewilayahan.
Masukan dari Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan terhadap RUU tentang Daerah Kepulauan :

· Meminta kewenangan Daerah Provinsi untuk tetap mengelola Sumber daya alam di laut 0-12 mil / lebih di dalam wilayah Provinsi Kepulauan dan 0-12 mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas yang diukur dari wilayah pulau terluar tetap menjadi kewenangan Provinsi, hal ini dilakukan dalam rangka memperkuat pengawasan oleh Pemerintah Provinsi sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah. 
· Pemerintah Pusat memberikan alokasi anggaran Dana Khusus Kepulauan antara 3-5% dari APBN diluar pagu dana transfer umum yang diprioritaskan untuk pengembangan sektor ekonomi kelautan dan pembangunan sarana prasarana laut, darat dan udara serta keamanan di Provinsi berciri Kepulauan, untuk mempercepat pertumbuhan pembangunan guna mengejar ketertinggalan dengan Provinsi daratan lainnya.
· Kebijakan kawasan strategis nasional dan kebijakan lainnya harus bersinergi dan tidak mengurangi kewenangan Provinsi yang berciri kepulauan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.
2. Masukan dari Wakil Gubernur Maluku Utara 

Daerah Provinsi Kepulauan menghadapi sejumlah maslah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Masalah-masalah itu adalah :

· Paradigma pembangunan berorientasi pada Daserah Kontinental.

· Ketidakadilan dalam pengaturan hukum dan kebijakan yang berbasis kontinental, tanpa memperhatikan karakteristik daerah kepulauan.

· Jauhnya rentang kendali pelaksanaan tugas pokok pemerintahan daerah.

· Keterisolasian wilayah baik secara internal maupun eksternal.

· Kondisi geografis kepulauan yang banyak pulau kecil dengan lautan yang luas, belum mendapat perhatian pemerintah.

· Dinamika ekonomi yang derajat dan jenisnya terbatas maupun berskala kecil.

· Ketersediaan sumber daya alam relatif beragam dengan jumlah yang terbatas.

· Adanya ketergantungan pada Negara dan Pemerintah untuk percepatan pembangunan, karena kesulitan dan biaya mahal dalam membangun daerah-daerah kepulauan.

Dasar Hukum dalam pengaturan Daerah Kepulauan, sebagai berikut :

1. Pasal 25A UUD 1945, yang berbunyi “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara....”

2. Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati satuan pemerintaan daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”.
3. Pasal 18A ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi “Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan undang-undan dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah”.

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan International Convention on The Law of the sea 1982.

Dalam rangka pengembangan perlakuan khusus daerah provinsi kepulauan, Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan berkomitmen untuk menegaskan beberapa prinsip dasar, sebagai berikut :
· Perlakuan khusus dalam pengaturan hukum daerah provinsi kepulauan dilakukan untuk memperkuat Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.
· Perbedaan karakteristik daerah hendaknya diikuti dengan pembedaan perlakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

· Daerah yang luas wilayah laut besar dari wilayah daratan tapi jumlah penduduk sedikit dan menyebar harus diperlakukanselaras dengan daerah yang luas wilayah darat besar dari wilayah lautan dan jumlah penduduk banyak.

· Laut menjadi wilayah administrasi pemerintahan daerah karena merupakan kelanjutan alamiah daratan yang tidak akan dijadikan wilayah berdaulat daerah.

· Fokus pembangunan pada penyediaan infrastruktur perikanan dan kelautan yang diutamakan pada pulau-pulau kecil terluar.

· Perlakukan khusus daerah provinsi kepulauan hendaknya ditunjang penyiapan dana khusus bagi percepatan pembangunan daerah provinsi kepulauan. Penyiapan dana khusus bagi percepatan pembangunan daerah kepulauan ini hendaknya dilihat dalam konteks ganti rugi terhadap perlakuan yang sama selama ini dan pengelolaan sumber daya alam yang tidak menguntungkan daerah.
Substansi perlakukan khusus daerah kepulauan, seperti :

a. Perlakuan khusus daerah kepulauan dilakukan melalui pengaturan hukum dalam bentuk undang-undang mengenai Daerah Provinsi Kepulauan. Undang-undang mengenai daerah provinsi kepulauan didasarkan pada asumsi bahwa kewenangan mengenai kelautan dan perikanan sudah tidak lagi menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota. Oleh karena itu, BKDK menyarankan untuk mengubah judul RUU ini menjadi RUU tentang Daerah Provinsi Kepulauan.
b. Substansi Undang-undang menjadi Daerah Kepulauan hendaknya mengatur mengenai :
· Wilayah kewenangan di laut, harus menjadi satu kesatuan (darat, laut, udara) dan tidak terputus. Oleh karena itu, hendaknya penentuan wilayah kewenangan daerah provinsi kepulauan di laut dilakukan dengan menerapkan prinsip kesatuan wilayah (perubahan Pasal 11) dengan rumusan sebagai berikut :
Pasal 11
(1) Wilayah pengelolaan laut secara internal di dalam Daerah provinsi Kepulauan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis air rendah ke arah laut lepas dan/atau perariran kepulauan;

(2) Apabila lebar laut antara dua atau lebih pulau di dalam Daerah Provinsi Kepulauan melebihi 24 (dua puluh empat) mil laut, maka sisa wilayah laut di luar 12 (dua belas) mil laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi kewenanga khusus dari Daerah Provinsi Kepulauan karena karakteristik alamiah;

(3) Kewenangan khusus Daerah Provinsi Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kewenangan dalam bidang perikanan dan kelautan;

(4) Wilayah pengelolaan laut secara eksternal dari Daerah Provinsi sejauh 12 (dua belas) mil laut, diukur dari garis air rendah ke arah laut lepas dan/atau perairan kepulauan;

(5) Apabila lebar laut dinatara dua Provinsi lain yang berbatasan dengan Daerah Provinsi Kepulauan kurang dari 24 (dua puluh empat) mil laut, maka wilayah pengelolaan laut ditentukan berdasarkan prinsip garis tengah.

· Kewenangan Daerah Provinsi Kepulauan pada urusan perikanan dan kelautan hendaknya diperluas, mengikuti karakteristik wilayah terkait luas wilayah laut.  
· Fokus pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan adalah infrastruktur Kelautan dan Perikanan, serta penguatan kualitas pendidikan dan kesehatan. 

· Perlu penyediaan dana khusus dari Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional setiap tahun selama 20 (dua puluh) tahun. BKDK setuju dengan rumusan Pasal 30 RUU tentang Daerah Kepulauan yang menyebutkan bahwa Dana Alokasi Umum Nasional sebesar 5% (lima persen) dan apabila memungkinkan dapat ditambahkan menjadi 8% (delapan persen) sehingga pembagiannya satu Provinsi satu persen.
c. Laut pada dasarnya menjadi wilayah administrasi Pemerintahan Daerah karena menjadi kelanjutan alamiah daratan sehingga harus menjadiindikator dalam menentukan DAU dan DAK Nasional. Bagi masyarakat daerah kepulauan, laut merupakan penghubung dai satu pulau ke pulau lainnya yang hakekatnya fungsinya sama dengan jalan di wilayah darat. Laut juga merupakan lahan dimana masyarakat kepulauan mencari nafkahnya dan menjadi wilayah administrasi pemerintahan. Kekayaan sumber daya kelautan yang melimpah memerlukan dukungan sumber daya manusia dan sumber daya institusi yang berkualitas, teknologi tinggi dan investasi yang besar untuk mengolahnya, sementara kapasitas Pemerintah Daerah Kepulauan dari segi pembiayaan, dirasakan masih sangat terbatas. Oleh karena itu, dibutuhkan pengaturan Perlakuan Khusus Pendanaan bagi daerah Provinsi Kepulauan, yaitu :
· Dana percepatan pembangunan dialokasikan oleh Pemerintah untuk mendukung Percepatan Daerah Provinsi Kepulauan dari Belanja Negara melalui dana Transfer ke Daerah;
· Dana percepatan pembangunan daerah provinsi kepulauan dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis Percepatan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan yang dibuat Pemerintahan Daerah Kepulauan;

· Dana percepatan pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan dialokasikan setiap tahun sebesar minimal 5% (lima persen) dari DAU Nasional untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT
Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan tidak mengambil keputusan namun ada beberapa catatan yang dapat disampaikan, sebagai berikut :

A.   Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan berharap agar Pansus DPR RI segera membahas RUU tentang Daerah Kepulauan bersama dengan Pemerintah karena materi RUU ini sangat ditunggu oleh masyarakat kepulauan sebagai upaya mengatasi kendala-kendala dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan dan mendorong pembangunan yang relatif berkeadilan serta membangkitkan aktivitas sosial ekonomi lingkungan di wilayah kepulauan.
B.   Masukan atau tanggapan terhadap materi RUU tentang Daerah Kepulauan dari Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan dapat diterima oleh Anggota Pansus sebagai bahan masukan dalam pembahasan RUU tentang Daerah Kepulauan.

C.   Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan menyatakan bahwa Menteri sebagai perwakilan Pemerintah wajib hadir kalau Rapat Kerja pembahasan RUU tentang Daerah Kepulauan dan tidak diwakilkan oleh Pejabat Eselon I atau sejajar. 
IV. PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan ditutup pada pukul 11.00 WIB.

KETUA RAPAT,
EDISON BETAUBUN, SH, MH
A-320
1

